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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Efektivitas 


Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pusat pertanggung jawaban, semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektif suatu unit tersebut.


Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroprasi secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas didefinisikan oleh R.A Supriyono dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen  yang dimaksud dengan efektivitas adalah:

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektiv unit tersebut”.

      (2000;33)

Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan di mana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroprasi secara efektiv apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Efektivitas dikatakan tercapai apabila dalam suatu kegiatan operasional perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dengan membandingkan antara outcome dengan output. 

Menurut Arens dan Loebbeck dalam bukunya yang berjudul  Auditing and Integrated yang diterjemahkan oleh Amir Abadi  Jusuf  mengemukakan bahwa:

”Kriteria-kriteria Efektivitas mencakup hal-hal sebagai berikut : 
a. Kinerja Historis 

b. Kinerja yang dapat diperbandingkan
c. Standar Rekayasa

d. Diskusi dan kesepakatan 

 (2000;771)

Kinerja historis merupakan kriteria yang didasarkan pada hasil aktual periode sebelumnya. Dalam hal ini prestasi kerja periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kriteria yang dapat diperbandingkan merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan keinginan yang ingin dicapai dalam satu instansi atau diluarnya. Standar rekayasa merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan rekayasa. Misalnya studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat produkrivitas. Sedangkan diskusi kesepakatan merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara manajemen dan piha-pihak lain yang terlibat.
2.2  Self Assessment System 

Self Assessment System merupakan salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. 
2.2.1 Pengertian Self Assessment System 

Self Assessment System didefinisikan oleh Djuanda dan Lubis dalam bukunya yang berjudul Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa:

”Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.”
(2006;107)

Dengan adanya Self Assessment System, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.
2.3 Pajak 

Pajak merupakan iuran yang dipungut kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Semua rakyat Indonesia pasti membayar pajak yang nanti hasilnya digunakan untuk keperluan negara. 
2.3.1 Pengertian Pajak 

Pajak didefinisikan oleh Rachmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

   (2002;1)
Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
2.3.2 Pengelompokan Pajak 

Dalam pajak terdapat pengelompokan-pengelompokan yang di definisikan seperti dibawah ini.

Menurut H. Wahyu Sukmana dan Selly Herdianti dalam bukunya Pengantar Perpajakan mengemukakan bahwa:

“Pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut: 
1. Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya.

2. Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.

3. Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya”.

(2001 ;9)
1) Pembagian berdasarkan sifat atau maksud pengenaannya, yaitu : 

a. Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak-pajak langsung dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik). Contoh: Pajak penghasilan.

b. Pajak tidak Langsung adalah pajak-pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif dikenakan secara berulang-ulang, tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal, atau peristiwa-peristiwa yang dikenakan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2) Pembagian berdasarkan lembaga pemungutannya atau kewenangan pemungutnya.

a. Pajak Negara atau Pusat adalah pajak-pajak yang pemungutannya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Moneter. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Ekspor dan Pajak atas Minyak. 

b. Pajak Daerah adalah pajak-paak yang pemungutannya dikelola oleh Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II/ Kotamadya. Contoh: Paak atas Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Kendaraan Bermotor.
3) Pembagian berdasarkan pangkal tolak pengenaannya.

a. Pajak Subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutanya berpangkal pada diri dan orangnya (subyeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak diukur dengan memperlihatkan keadaan diri wajib pajak. Dengan kata lain besar kecilnya pajak yang terhutang tergantung kepada keadaan / status wajib pajak.

b. Pajak Objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak itu dipungut karena keadaan, perbuatan, dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara tanpa mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya.
2.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan UU no. 18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang. 
2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan oleh Andriani dalam bukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa definisi Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu penambahan nilai barang dan jasa dengan dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada para konsumen”.
(2001; 25) 

Pajak Pertambahan Nilai didefinisikan oleh Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyatakan bahwa definisi Pajak Pertambahan Nilai Yaitu:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan atas setiap tingkat Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak”.

(2006; 1)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai didapat dari suatu barang yang dikonsumsi berupa barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sifat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari: 
“Sifat Pemungutan PPN antara lain adalah: 

a. Menghilangkan pajak berganda,
b. Tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya,
c. Menghindarkan penyelundupan pajak,
d. Netral dalam perdagangan Internasional,
e. Netral dalam persaingan dalam negeri,
f. Netral dalam pola konsumsi,
g. Mendorong ekspor”.
(2006;2)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat dari pemungutan pajak menghilangkan pajak berganda agar tidak terjadi kecurangan. Tarif tunggal sendiri memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak agar tidak terjadi pembayaran dobel. Menghindarkan penyelundupan pajak maksudnya menghindari BKP yang lolos dari pajak. Netral dalam perdagangan internasional, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam pola konsumsi, maksudnya adalah bebas dalam melakukan kegiatan perdagangan, persaingan dan dalam pola konsumsi. Dan mendorong wajib pajak untuk meng ekspor karena bebas dari pajak dan menghasilkan pajak bila mengimpor barang dari luar negeri.
2.4.2 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

Metode PPN yang digunakan di Indonesia adalah Metode Tidak Langsung (Indirect Substraction Method atau Tax Invoice Method).

PPN Terutang menurut metode ini adalah Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM).
a) Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan BKP atau JKP atau Pajak Keluaran = 10 % x DPP (harga jual atau penggantian).

b) Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha kena Pajak Pada waktu pembelian BKP, penerimaan JKP atau impor BKP atau   

c) Pajak Masukan = 10% x DPP (Harga Perolehan, Harga Penggantian,impor).
d) Selisih pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran dapat dilihat sebagai berikut : 

a) Jika Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka timbul Pajak Kurang Bayar.
b) Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan, maka timbul Pajak Lebih Bayar.

c) Jika Pajak Keluaran sama besar dengan Pajak Masukan, maka pajak yang terutang atau dibayar adalah nihil.

Untuk dapat menghitung besarnya jumlah PPN terutang yang harus dibayar, maka perlu mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi:
a) Dasar pengenaan pajak

b) Saat terutang PPN atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2.4.3 Istilah-istilah Perpajakan yang Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah

Dalam perpajakan terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai.
Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah istilah-istilah perpajakan terdiri:
“Istilah-istilah Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,perairan,dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Koniten yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Barang Kena Pajak (BKP, Taxable Goods) adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

4. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimakudkan dalam angka 

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikiatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atas fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.

6. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. 

7. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaiman dimaksud dalam angka 6.

8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari lur Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian da dalam Daerah Pabean.

11. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.

12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksudkan dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak ( PKP, Taxable Firm ) adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

17. Dasar Pengenaan Pajak (DPP, Tax Base) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang tercantum dalam Faktur Pajak.

20. Nilai Impor (NI) adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan per Undang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini.

21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak Tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak (FP) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
24. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atu instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajk atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

28. Piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penerahan BKP dan atau JKP.
29. Persediaan BKP adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pemantu, persediaan dalam proses, persediaan barang setengah jadi dan atau persediaan barang jadi.

30. Handling Export adalah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir pemilik kuota ekspor untuk kepentingan eksportir lain selaku pemilik barang.

31. Handling Import adalah kegiatan memasukan barang ke daerah pabean yang dilakukan oleh importer untuk atas nama pemesan (indentor). Segala biaya impor (biaya LC, bea masuk, pajak, dll) menjadi beban indentor. Sedangkan importer akan memperoleh komisi (handling fee) dari indentor atas jasa tersebut.
32. Quality Quo (QQ) adalah atas nama dari atau atas kuasa dari atau atas kepentingan dari…..
33. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan alam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu secara berkala.
34. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berujud, termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa maanfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee.

35. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan Sewa Guna Usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan Kegiatan Sewa Guna Usaha.

36. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor.
37. Pedagang Perantara adalah pengusaha dengan nama atau dalam bentuk apa pun (kecuali makelar) yang diangkat dan disumpah oleh Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang melakukan usaha perdagangan perantara termasuk perdagangan dalam konsinyasi.
38. Pengusaha Real Estatel Industrial Estate adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak yang menurut sifat atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya. Yang dimaksud ikutannya di sini adalah bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut, bidang tanah sebagai pekarangan bangunan tersebut, pagar pekarangan sekeliling bangunan tersebut dan saluran air/got/roil, sarana jalan, pipa ledeng, tiang dan kabel listrik yang merupakan bagian kelengkapan bangunan tersebut.
39. Jasa Penitipan (Safe Custody) adalah jasa penyimpanan, penjagaan serta pemeliharaan sebaik-baiknya sekuritas yang dimiliki pemodal.
40. Jasa Settlement meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penerimaan dan pengiriman sejumlah sekuritas milik pemodal dari/kepada pihak tertentu.
b. Melakukan pembayaran atau menerima pembayaran sejumlah uang milik pemodal dari/kepada pihak tertentu.

c. Melaksanakan transaksi valuta asing dan pembayaran sehubungan dengan transaksi sekuritas di atas.

41. Jasa Coporate Actions, meliputi jasa yang diberikan untuk melindungi hak pemodal atas sekuritas yang dimiliki sehubungan dengan tindakan yang diambil oleh emiten, antara lain pembagian deviden, saham bonus, penawaran terbatas dan lain-lain.

42. Jasa Regristrasi, meliputi kegitan regristrasi saham atas permintaan modal guna melindungi hak kepemilikan modal atas sekuritas.

43. Outsourcing, adalah kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut dalam pelaksanaannya.

44. Jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara. Kegiatan antara lain meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memnfaatkan jasa penyelenggra kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan sendiri oleh pengusaha kegiatan”.
(2006;4)

Dari istilah-istilah perpajakan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap barang, jasa dan pengusaha apapun pasti dikenakan pajak. Misalnya setiap barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud pasti dikenakan pajak. Sedangkan kalau dilihat dari jasa, setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atas fasilitas atau kemudahan atau hak tersedianya untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas dasar petunjuk dari pemesan. Jasa yang dikenakan pajak adalah jasa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 

Dan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean. Dan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak berdasarkan undang-undang, ini tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2.4.4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Didalam pajak pertambahan nilai terdapat objek pertambahan nilai
Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengemukakan bahwa:

“Obyek pajak pertambahan nilai terdapat dalam:
1. Dalam pasal 4 UU PPn Tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN dikenakan atas: 

a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

b.  Impor Barang Kena Pajak.
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Barang tidak berwujud seperti: Merek Dagang, Hak Paten, dan Hak Cipta yang dilakukan oleh siapa pun di dalamDaerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Derah Pabean oleh siapa pun dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
2. Syarat-syarat penyerahan barang dikenai pajak
3. Syarat-syarat Penyerahan Jasa terutang Pajak
Termasuk pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma”.
(2006;16)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa objek pertambahn nilai terbagi kedalam 3 bagian. Dalam UU pasal 4 tahun 2000, dalam  syarat-syarat penyerahan barang dikenakan pajak, dalam penyerahan jasa terutang. Syarat-syarat penyerahan barang kena pajak terdiri dari : Barang berwujud, Barang tidak berwujud, Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jika salah satu prinsip dari empat tidak terpenuhi, maka penyerahan tersebut bukan merupakan obyek pajak. Syarat-syarat penyerahan jasa terutang terdiri dari : Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak, Penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean, Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma.
2.4.5 Berbagai Jenis Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) 



Berdasarkan Pasal 1A Undang-undang PPN Tahun 2000 termasuk Penyerahan adsalah sebagai berikut: 

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian 
Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian seperti jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

b. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
Pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu. Misalnya Komisioner.


Yang dimaksud Juru lelang di sini adalah Juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

c. Penyerahan Pemakaian sendiri atas Barang Kena Pajak
Pemakaian sendiri mengandung pengertian bahwa Barang Kena Pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan Pengusaha Kena Pajak sendiri atau digunakan untuk kepentingan pengurus atau di berikan kepada anggota keluarganya tau karyawannya,baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri,selain pemakai BKP untuk tujuan produktif.
Atas Pemakaian Sendiri Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak atau untuk mengurus dan karyawannya, terutang PPN dan harus dibuatkan Faktur Pajak dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Harga jual atau penggntin tidak termasuk Laba bruto).PPN Terutatang 10 % x h

Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian tidak termasukLaba bruto).

Dilihat dari tujuan pemakaian sendiri atas hasil produksi, di bedakan dalam pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan pemakaian sendiri untuk produktif.

d. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karana suatu pejanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

e. Penyerahan pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak 

Pemberian cuma-cuma: sebagai pemberian Barang Kena Pajak oleh PKP yang diberi tanpa pembayaran baik dari hasil produksi sendiri, maupun bukan produksi sendiri antara lain pemberian contoh barang dagangan untuk kegiatan promosi kepada relasi atau kepada calon pembeli, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak terutang PPN harus dibuatkan Faktur Pajak dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar harga pokok (Harga Jual atau Penggantian dikurangi Laba Bruto). PPN = 10% x Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau penggantian dikurangi Laba Bruto) 

f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang
Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang dikenakan pajak. Karena menganut prinsip Desentralisasi Pengusaha Kena Pajak, maka baik kantor pusat maupun kantor cabang dengan nama dan dalam bentuk apa pun, masing-masing dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KKP setempat. Akhirnya penyerahan BKP antar kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang dikenakan pajak.
g. Penyerahan BKP secara konsinyasi (SE-28/PJ.£/1985)

Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, Pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5A Undang-Undang ini.

Berdasarkan Nota Retur yang dibuat oleh Pembeli (pedagang konsinyasi), maka penjual dapat menggurangkan Pajak Keluaran yang terutang dalam Masa Pajak pada saat diterimanya Nota Retur tersebut.

Contoh :

a. Harga BPK yang dikembalikan oleh pembeli (pedagang konsinyasi), dalam bulan Mei 2001 adalah Rp 100.000,00
Jumlah PPN adalah:
10% x Rp 100.000  = Rp 10.000,00
Pembeli membuat Nota Retur sebesar Rp. 10.000,00
b. PPN dari jumlah penjualan (oleh penjual) dalam bulan Mei 2001 yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah Rp 60.000,00
Jumlah Rp 60.000,00 oleh Penjual dapat dikurangkan lagi dengan Rp 10.000,00 berdasarkan Nota Retur tersebut, sehingga jumlah yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah :


Rp 60.000,00 – Rp 10.000,00 = Rp 50.000,00
Penyerahan BKP kepada pedagang perantara terutang PPN. Yang dimaksud pedagang perantara adalah pengusaha termasuk perdagangan dalam konsinyasi, kecuali makelar yang diangkat dan disumpah oleh Departemen Kehakiman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 62 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. 

Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) harus dipungut oleh PKP yang bersangkutan pada saat penyerahan BKP kepada Pedagang Konsinyasi.
h. Penyerahan Persedian BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
Ketentuan Pasal Ia UU PPN Tahun 2000 menetapkan Pajak PPN dikenakan atas penyerahan persediaan BKP dan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa paa saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan kena pajak. Khusus untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan tersebut, hanya dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. 

2.4.6 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 547/KMK.04/2000 adalah Instansi Pemerintah atau Badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Instansi Pemerintah / Badan-badan tertentu.

Contoh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
a.  Instansi Pemerintah
1) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

2) Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah bbaik propinsi, kabupaten atau kota.
b. Badan-badan tertentu

1) Pertamina.

2) Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak, Gas, Panas Bumi, dan Pertambangan Umum Lainnya.

3) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

4) Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, dan Bank Indonesia.

PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN atas nam Pengusaha Kena Pajak Rekanan.
PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan antar badan-badan tertentu dipungut, disetor dan dilaporkan oleh badan yang menyerahkan BKP dan atau JKP.

1. Kewajiban Pemungut Pajak Pertambahan Nilai / Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM):

a. Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan Kepurusan Menteri Keuangan RI Nomor 547/KMK.04/2000 dengan demikian tidak perlu ada surat keputusan khusus penunjukan sebagai Pemungut Pajak, namun tetap wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Instansi Pemerintah atau Badan-badan tertentu.
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut oleh Pemungut Pajak Wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
d. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan oleh Pemungut Pajak harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Objek Pemungutan PPN/PPnBM :

a. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pemungutan PPN.

b. Atas perolehan BKP/JKP oleh Pemungut PPN.

3. Saat Pemungutan PPN/PPnBM :

a. Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-badan tertentu kepada rekanan yang bersangkutan.

b. Pemungutan dan pencatatan, penyetoran PPN atau PPnBM yang dipungut, dilakukan pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP rekanan pemerintah.

c. Pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut oleh Pemungut PPN dalam hal :

a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-terpecah (termasuk PPN dan PPnBM)
1) Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran oleh PKP Rekaan Pemerintah yang Tidak Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah: 

PPN dan PPnBM atas Barang Mewah yang terutang sehubungan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 tersebut di atas, dipungut dan disetorkan oleh PKP rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.

2) Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran oleh PKP Rekanan Badan-badan tertentu yang Tidak Dipungut oleh Badan-badan Tertentu.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000, dipungut dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.
b. Pembayaran untuk pembebasan tanah.

Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pembayaran atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PERTAMINA.

d. Pembayaran atas rekening telepon.

e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

5. Cara Perhitungan PPN atau PPnBM yang Dipungut:

a. Dalam hal kontrak penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka Jumlah PPN yang dipungut adalah 10/10 bagian dari jumlah pembayaran
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Contoh: 

Jumlah Pembayaran




Rp 11.000.000,00

Jumlah PPN: 10/110
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Rp 11.000.000


Rp   1.000.000,00  (-)

Yang dibayarkan kepada


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


PKP rekanan tanpa PPN


(Rp 11.000.000 – Rp 1.000.000)


Rp 10.000.000,00

b. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut: 
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Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang  dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBm yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran.


Contoh : PPnBM dengan tarif 20%


Jumlah pembayaran:




   Rp 13.000.000,00

Jumlah PPN yang dipungut:

(10/130
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Rp 13.000.000)



   Rp  1.000.000,00

Jumlah PPnBM yang dipungut:


 (20/130
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   Rp  2.000.000,00 (-)

Yang dibayarkan kepada PKP rekanan:
 Rp 13.000.000 – (Rp 1.000.000 + Rp 2.000.000) = 
  Rp 10.000.000,00

6. Batas Waktu Pembayaran, Pelaporan, dan Sarana Pelaporan PPN Terutang
1) Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan.

a.   PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM Impor
· Dilunasi oleh Wajib PAjak bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.

· Apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.

b. PPh pasal 22, PPN, dan PPnBM Impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

· Disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.

· Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

c. PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak.

· Disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

· SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
d. PPN dan PPnBM yang pemungutan dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk

· Disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

· Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

e. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk.

· Disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

· Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2) Sarana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan sarana untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

Data-data tambahan paling sedikit dalam SPT adalah:
a. Untuk SPT Masa PPN :
1) Jumlah Penyerahan 

2) Jumlah Pajak Keluaran

3) Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

4) Jumlah Kekurangan atau Kelebihan Pajak

5) Tanggal Penyetoran

b. Untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut :

1. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

2. Jumlah Pajak yang dipungut

3. Jumlah Pajak yang disetor
4. Tanggal Pemungutan 

5. Tanggal Penyetoran

c.   Untuk SPT Masa PPN bagi PKP Pedagang Eceran yang Menggunakan Nilai Lain Dasar Pengenaan Pajak:
1) Jumlah Penyerahan Barang Dagangan

2) Jumlah Kekurangan atau Kelebihan Pajak

3) Tanggal Penyetoran

d.   Untuk SPT Masa PPnBM:

1) Jumlah Penyetoran 

2) Tarif

3) Jumlah Pajak yang Terutang

4) Jumlah Pajak yang Disetor

5) Tanggal Penyetoran

SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua lampiran disyaratkan yang telah diisi dan dilampirkan dengan lengkap serta ditandatangani Wajib Pajak (WP) atau kuasnya.

SPT tidak lengkap tidak dapat diterima dan harus dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi. SPT tidak lengkap apabila:
a) Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT.

b) Unsur SPT Induk dan Lampiran tidak / kurang lengkap diisi.

c) SPT tidak ditandatangani Wajib Pajak atau ditandatangani Kuasa Hukum Wajib Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

d) SPT tidak atau kurang dilampiri dengan disyaratkan.

e) SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan SSP atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan / Angsuran PPh Pasal 29.

a. Jenis-jenis SPT Masa PPN ada 3 (tiga) jenis :

1) SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1195

SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1195 wajib digunakan bagi PKP yang kegiatan usahanya bukan sebagai Pedagang Eceran dan PKP Pedagang Eceran yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak.

2)  SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1195 PE

SPT Masa PPN bentuk Formulir 1195 PE wajib digunakan bagi PKP yang kegiatan usahanya sebagai Pedagang Eceran yang memilih mengghunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

3) SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1195 PUT

SPT  Masa PPN bentuk Formulir 1195 PUT wajib digunakan bagi pemungut PPN.

b. Hal-hal Penting dalam Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPN

1) Pengadaan SPT Masa PPN beserta lampirannya disediakan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak setempat, atau dapat dicetak/difotokopi sendiri oleh PKP, sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan bentuk Formulir SPT  Masa PPN yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2)  Penggunaan Lampiran Formulir 1195 yang melebihi satu halaman.
Dalam hal PKP menggunakan lebih dari satu halaman untul lampiran SPT Masa PPN (lampiran A1, A2, A3, atau lampiran B1, B2, B3, B4), maka setiap halaman harus diberi catatan pada kode Formulir.
3) Pengisian SPT Masa PPN harus :

· Benar.

· Lengkap.

· Ditandatangani.

 SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya harus ditandatangani oleh PKP atau oleh kuasanya dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus. SPT Induk dan lampiran-lampirannya yang tidak ditandatangani oleh PKP atau Kuasanya, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap, dan dianggap SPT Masa PPN tidak disampaikan.
4) Pengusaha Kena Pajak yang dalam Masa Pajak bulan November 2001 atau Masa Pajak berikutnya membuat 500 atau lebih Faktur Pajak Standar untuk penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP wajib menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronikayang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/Pj/2001.
SPT Masa PPN (Induk Masa PPN 1195)disampaikan dalam bentuk formulir (hard copy), sedangkan Lampiran SPT Masa PPN yaitu formulir 1195 A1, 1195 A2, 1195 A3, 1195 B1, 1195 B2, 1195 B3, 1195 B4, disampaikan dalam bentuk media elektronik.

Lampiran SPT Masa PPN yang disampaikan dalam bentuk media elektronik tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Induk SPT Masa PPN 1195), oleh karena itu lampiran SPT Masa PPN dengan media eletronik harus disanpaikan bersamaan dengan SPT Masa PPN (Formulir 1195).
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